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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN 

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU 
DI  LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi 
dan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang kepegawaian, maka 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 
Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi 
Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan 
Kementerian Pendidikan Nasional tidak sesuai lagi;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 
Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan 
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat 
Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2906); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2797); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3021); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang 
Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3067); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 24); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 141); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang 
Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang 
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 61,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3424); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016) sebagaimana telah  diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4192); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4017) sebagaimana telah  diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4193); 
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